ASL.Y

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116/ Fax. (0482) 21069-22450 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI
NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan konsultasi dan
penanganan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian
masalah serta hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan perizinan di Kabupaten Sinjai, perlu
dilaksanakan kegiatan penyediaan layanan konsultasi
dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1966);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);



20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 167);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sinjai Nomor 162);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 Nomor 17);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

26. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 64);

27. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2022;

28. Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang
Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub
Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sinjai Nomor 869;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2022, sebagaimana
susunan personalia tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Tim pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. menerima segala bentuk konsultasi dan pengaduan

dari masyarakat terkait pelayanan perizinan;

b. mengidentifikasi dan menganalisis pengaduan yang

diterima;




KETIGA

KEEMPAT

c. memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan

dalam pelayanan perizinan;

d. mendokumentasikan seluruh administrasi pelaksanaan

kegiatan; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyediaan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan

Non Perizinan kepada Pimpinan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
2022 melalui Pos Belanja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kegiatan Penyediaan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan dengan kode rekening kegiatan
2.18.04.2.01.03.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai _
pada tanggal 4 Jonvan }022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

— —

LUKMAN DAHKHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Perybina Utama Muda

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;

2. Inspektur Kabupaten di Sinjai;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN

KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KEDUDUKAN
NO. NAMA/JABATAN
DALAM TIM
1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ik
etua
Terpadu Satu Pintu
2. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
. Wakil Ketua
Terpadu Satu Pintu
3. | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
o Sekretaris
Perizinan
4. | Kepala Bidang Data Sistem Informasi Teknologi dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Anggota
Pelayanan Perizinan
5. | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Anggota
6. | Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim
Anggota
Penanaman Modal
7. | Nurlinah, S.Sos/ Analis Kebijakan Anggota
8. | Rahmania, S.Sos/ Analis Kebijakan Anggota
9. | Afdhalinah, ST/ Analis Kebijakan Anggota
10. | Nur Qadhany Kahar, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Anggota
11. | Lutfi, S.Pd/ Analis Kebijakan Anggota




12.

A. Mayapada AM, SE/ Pelaksana Pengelola Sistem
Informasi Manajemen Penanaman Modal dan Anggota

Perizinan Terpadu

14. | Lantana Fahri Amir / Pelaksana Pengadministrasi
Anggota
IMB Gedung/ Bangunan
15. | Andi  Nurcaya/ Pelaksana  Pengadministrasi
Anggota
Perizinan
16. | Raidawati Rahdar, S.Pi/ Pelaksana Pengelola Data
Anggota

dan Informasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATREN SINJAI

76

LUKMAN DAMLANS.IP, M.Si
Pangkat : Penpbina Utama Muda




